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ABSTRAK 

 

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pesta demokrasi rakyat untuk memilih 

kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, 

gabungan partai politik atau melalui jalur perseorangan yang telah memenuhi 

persyaratan. Calon perseorangan pada Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kabupaten 

Kudus menjadi menarik karena diikuti dengan 2 (dua) pasangan calon 

perseorangan dari 5 (lima) pasangan calon yang ikut bertarung pada pesta 

demokrasi di Kabupaten Kudus Tahun 2018. Calon perseorangan itu lahir sebagai 

bentuk kritik dan merupakan alternatif dari partai poltik yang memiliki beberapa 

kelemahan. 

 

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pasangan Calon Perseorangan Dalam 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten 

Kudus)” dilakukan untuk mengetahui dasar hukum calon perseorangan, 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Kudus 

dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi serta solusi yang digunakan oleh 

Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 

2018 di Kabupaten Kudus. 

 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu 

pendekatan penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan 

juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi terkait fokus penelitian 

untuk mendukung data utama dalam penelitian ini. Sumber data utama yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi 

kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan disajikan 

dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan 

penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk 

kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan calon perseorangan terdapat 

dalam UU Pilkada, PKPU, serta Putusan MK untuk perkembangan demokrasi 

yang lebih baik. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Kabupaten 

Kudus Tahun 2018 terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu tahap pencalonan, 

kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan 

penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi dan 

penetapan hasil, dan penetapan pasangan calon terpilih. Hambatan yang dialami 

dijabarkan dalam daftar invetaris masalah yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kudus, dimana hambatan terbesar terjadi pada segi 

administrasi maupun pelaksanaan. KPU diharapkan terus mengevaluasi dan 

melakukan pembenahan untuk memberikan pelayanan dalam menyelenggarakan 

pesta demokrasi, hal ini untuk menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan pada 

peserta serta pemilih.  

  

Kata kunci : Pemilihan Kepala Daerah Serentak, Calon Perseorangan, Bupati dan 

Wakil Bupati, Kabupaten Kudus. 


	ABSTRAK

